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bahwa .untuk mel . sanakan ketentuari Pasal 264 ayat (1} 
Undang-Undang Nomor 23 · Tahun · 2014 tentang 
Pemerintahan DaerAh sebagaimana telah diubah terakhir 

. dengan Undang-Uni:g Non:ior 9 'Tahun 2015 tentang 
Perubahan . Kedua . .tas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

. 2014 · ten tang · Pemerintahan Daerah, · perlu menetapkan 
Peraturan .: Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah K · bupaten Merangin Tahun 2018-2023; 

: 1.. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik ·. 
. Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua . 
2. Undang-Undang ,Nomor 12 Tahun 1956 tentang · 

Pembentukan I aerah Otonomi Kabupaten dalam 
Lingkimgan Daerlili Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 

·N~gara Republilt . Indonesia Tahun 1956 · Nomor 25) 
sebfl.gaimana tel+ diubah dengan Undang-Und81:g Nomor 
T Tahun 1965 ttntang Pembentukan · Daerah Tmgkat II 
Sarolanglin BanFko · dan Daerah _Tingkat II. !anjung 
.Jabung · (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 50, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia No r 2755); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 . tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

. Korupsi, · Kolusi dan Nepotisrne {Lembaran Negara 
Republik Indone : ia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 3851); . 

· REN CANA .PEMBANGlJN . JANGKA MENENGAH bAERAH 
KABUPATEN MEfNGIN TAHUN 2016 - 2023. 

DENGAN RAHMA~ TUHAN YANG MAHA ESA 

BUP TI MERANGIN,· 

BUPATIMERANGIN . I . . 
. PRrSI JAMB! 

PERATURAN DAE'fAH l(ABUPATEN MERANGIN 
· NOMOR 3 TAHlfN 2019 . 

I SALINAN I 

Mengingat 

: · Menimbang 



4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun; Kabupaten Tebo, 
Ka.bupaten Mub .Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembanb Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 182, Tarilbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3903) +b~a."1.a telah diubah dengan Undang 
Undang Nomorl 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,· 
Kabupaten MuJro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (LembarJn Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 81, TanibahanLembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3969}; I 

5. Undang-Undang Nomor ·17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tam~ahan Lembaran Negara. Republik Indonesia 
Nomor 4286); I 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran .Negara Republik 
Indonesia Tahurl. 2004 .Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indoneria Nomor 4400); 

7. Undang-Undan~ Nomor 15 Tah~ 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 
(Lembaran Negara RepuNik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 66, 
Tambahan Le baran. Negara. Republik Indonesia Nomor 
4410); 

8. Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan mbangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik lndonfsia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negari. Republik Indonesia Nomor 4421); . 

9. Undang-UndanglrNomor 33- Tahun 2004 tentang Perimbengan .. 
Keuangan ant.fa Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran .N~ Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tanibahlm. Lembaran Negara Republik Indonesia 

. Nomor 4438); 
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan 4angka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 . 
(Lembaran Negm;-a Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan jaran Negara Republik Indonesia Nam.or 
4700}; 

11. Undang-Undang -. Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Rleraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

12. Undang-Undangl Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 NEmor 244~ Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indone ia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah 

. beberapa kali, erakhir dengan Undang-Undang Nomor g 
Tahun 2015 ten 

1 
· g Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); I 

' ' . 



. . . . . 

13. Peraturan Pem~rintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Siste~ 
· Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahilil 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republl.k Indonesia Nomor 4576); 

14. Peraturan Pem \rintah Nomor 57 Tahun 2005" tentang Hibah 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 39, Tambahan. Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nom r 4577}; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor "58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan KeF,gan Daerah (Lembaran. Negara Republik 
Indonesia Tah~ 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

· 16. Peraturan Pemdrintah.Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 
Keuangan dan ~rja Instansi Pemerintah (Lem.baran Neg-am 
Republik Indori.esia Tahun 2006 Nomor 25, · Tambahan 
Lembaran Negata Republik Indonesia Nomor 4614); 

17. Peraturan Pem1rintah Republik Indonesia Nomor 18 T.ahun 
2016 tentang Pfrangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tab~ 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran 
Negara Republilt Indonesia Nomor 5887}.; . 

18. Peraturan Pe~erintab Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan ~ Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lem9.an Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, T bahan Lembaran N.egara Republik.· Indonesia 
Nomor 6041); . 

19. Peraturan Pen.3-~pntah Nomor 2 Tahun 201.8 tentang Standar 
Pelayanan M~al [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2,. Tambahan Lembaran Negara Republik. 
Indonesia Nomot 6178)'; 

20. Peraturan Me · Dalam N.egeri Nomor 13 Tahun. 2006 
tentang Ped an Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana te diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 2 · Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Mei+ri Dalam Negeri Nam.or 13 Tahon .2006 
tentang Ped.oman Pengelolaan Keuangan Daerah [Berita 
Negara Repub~ Indonesia Tahun 2011 Nomor 31-0); 

21. Peraturan Men~8~alam Negeri Nomor 80 Tahun ~15 
tentang Pemben1 · Produk Hukum Daerah (Berita Negara · 
Republik Indonr. Tahun 2015 N~mor 2036); · · 

22. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata cJ.a Pereneanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 
Pembangunan baerah,. Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan DaerJui tentang Rencana Pembangunan .Jangka 

• I Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
I Menengah Dae~ serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangtman . I J.angka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daet~; 

23. Peraturan DaerJ.h Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 20.18- 
tenta.ng Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 
2016 tentang ~cana Pembangunan J:angka Menengah 
Daerah Provinsi JJambi Tahun 2016-2021; . 

I 



Dalam Peraturan Daerah ini yan~ dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Merangin; 
2. Pemerintah Daer-ah aaruli Penyelenggara urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan ~wan Perwakilan Rak.vat Daerah menurut asas 
otonomi daerah dan tugas "P4mbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

I 
dalam sistem dan prinsip ~egara Kesa.tu.an Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepa]a Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah btonom; 

4. Bupati adaiah Bupati M~ . .. · 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga 

Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah 
Kabupaten Merangin; 

6. Peraturan Daerah selanjuTya disebut Perda adalah Peraturan Daera.h 
Kabupaten Merangin 

7. Rencana Tata Ruang Wilay~ yang selanjutnya disebut R'IRW kabupaten 
adalah hasil perencanaan tab. ruang yang merupakan penjabaran strategi clan 
arahan kebijakan pemanfaataln ruang wilayah ke dalam struktur dan pola ruang 
wilayah. I 

BABI 

KiETENTUAN UMUM 

Pasa11 

..... 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 
2016 tentang, Penyusunan Produk Hukum Daerah 
[Lembaran Da rah Kabupaten Merangin Tahun 20i6 
Nomor l); 

25. Peratu.ran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 
2016 tentang \ Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lemb~an Daerah Kabupaten Merangin Tahun 
2016 Nomor lOJ 

Dengan lersetujuan Bersama 

DEWAN PERW.AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN 

BUPLI ~GIN . 

.LUTUSKAN: 
P~RATURAN D-4-ERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA. MENENGAH DAER~H KABUPATEN MER!u"iGIN 
TAHUN 2018 - 2b23 

Menetapkan 
I 



BABJI 
PROGRAM PEIIIBANGUNAN DAERAH 

Pual2 

. (1) RPJM Daerah m.erupalmn I.F.jabaran dari visi, misi, :fan program ~epala 
Daerah yang memuat . tpjuan, sasaran, strategi, arah kebijakan> 
pembangunan daerah dan ~ daerah, serta program perangkat daerah 
clan lintas pera11gkat daerah yang disertai dengan kerangka. pendanaan 
bersifat indikatif untuk ~ waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan 
berpedoman peda RRJPD, 1· RPJMD Provinsi dan RPJMN. 

I 
' 

8. Rencana Pembangunan Jaµgka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut 
RPJPD adalab-dokwnen ~ untuk selama periode 20 tahun; 

9. Rencana Pembangunan Jatj:gka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut 
RPJMD, adalah dolirumen ~ untuk periode 5- (lima} tahun; 

10. Rencana Ketja Pemerintahl Daerah adalah doknmen perencanaan daerah 
untuk periode 1 (satu) tahr atau disebut dengan rencana pembangunan 
tahunan daerah; 

· 11. Rencana Strategis Peranglfat Daerah, yang se1anjutnya clisebut Renstra 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode s ~ tahun; I 

12. Rencana Ketja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 1 tahun. I · 

13. Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk 
mencapai sasaran basil J)$lbangunan yang pendanaannya c:liperoleh dari 
anggaran pemerintah da,bra1l, sebagai bagian integral dari upaya 
pembangunan daerah seeara utuh. . 

14. Isu-isu strategis adalah ~ at.au hal yang barus cliperhatikan atau di 
· kedepankan daJaro ~- pembangunan daerah karena dampaknya 

yang signifikan bagi daerah jc1engan karakteristik bersitat penting, mendasar, 
rnendesak berjangka panJang. dan. . menentukan tqjuan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dimasayang akan datang. . 

· 5 Visi ..1 1 .1- I • 1r-...L.-- ~,.,;......~ pada -1-1-.;_ 1 . aua au. rumusan 1lJJltnn me11ge.n.m A.cc:tUW;UJ. yang .wu~ ... AA.u. aAJ.ill 

periode perencanaan. I . .· 

16 . .Misi adalab xumusan umum roeowmai upaya-upaya yang akan dilaksanakan 

17 :~hidkal ngkavisih·. I. ...'. .indika tif :tuk. ~ a EL~- .ucwsuwn program-program · rm 
mewqjudkan visi dan misi. 

18. Kebijakan adalab tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk 
mencapai tujuan, 

19. Sasaran adalah basil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran 
yang diharapkan dari suatu ~atan. 

20. Prog;:-am ada1ah 'bentuk · · t kebijalmn yang berisi satu atau lebih 
lregiatan yang oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang 
dikoordinasikan oleh pem1· tah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan 
pembangunan daerah. 

21. Indikator kinerja adalah t ukur spesifik secara kuantitatif dan atau 
kualitatif rmtuk masukan, ~, keluaran, basil, manfaat dan atau dampak 
yang menggambarlmn ~ capaian kinerja suatu program atau kegiatan. 



BAB IV 

Pl2IGJl;NDALAIA~ 1:ALU.ASI DAR PERUBAIIAK RPJMD. 
PasalS 

(1) Bupati -wajib me1akukan pengendalian. dan evaluasl setiap tahun terhadap 
pelaksanaao RPJMD. L 

(2) PengeodaJian -chm Evaluasi RPJMD ~ climaksud pada 
ayat (1) mlakukan ~ kepaJla lretentuan Peraturan Perundang- 

(3) ::::..,dalian dan Evljluasi .sebagaimana dimaksud ayat (11, dapat 
· dijadilmn dasar Perubahan !UMD. 

(4} Perubahan sasaran, lndikato , Target Kinerja dan kerangka pendanaan dapat 
dilakukan dengan PeratW'ah Bupati apabila perubahan tersebut tidak 
melebilli 25 Persen dari Substansi Peraturan Daerah ini. 

RPJMD sehagaimsna cfunaksud · pasal 3 berfungsi sebag,;ti pedoman bagi : 
a. Perangakat Perangkat nolah menyusun ReocAna Strategis Perangkat 

Daerah (Renstm-PD} dan ~ .Kelja Perangkat Daemh (Renja-PD}. 
b. Pem.erintah Kabupaten menyusun Rencana Kerja Pemerintah. Daerah 

(RKPD). 

Paal4 

...... 

BABm : . SISTEMAr DAN FO!fGSI RPJMD 

I Pasal3 

(1) Sistematikn Pe1zyusuI1an RPJMD Kabupaten Me.rangin-Tahun 2018-2023 . 
sebagaix:nanadimaksud 1 ~I 2 disusun sebagai berikut : 

BAB l 
BAB"lf GAMBARAN UM KONDISI DAERAH 
BAB lit GAMBARAN KEU · GAN DAERAH 
BAB IV PERMASALAHAN I AN ISU STRATEGIS DAERAH 
BAB V VISI MIS!. TUJU~ DAN SAS~ 
BAB VJ ~TEG;, AJAl-1 KEBIJAKAN DAN PROGRAM 

PEMBANGUNAN rlAEIWI 
BAB VU KERANGKA PErd>ANAAN · PEMBANGUNAN DAN PROGRAM 

I 
PRANGKA7 DAEPfI 

BAB VHI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 

·BAB IX PENUTUP l 
(2} · RPJMD Kabupat.en ~ Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada 

ayat [I] tcramtum ~ l.ampiran yang merupalmn bagian tirlak 
tezpisahkan dari Peratumn . ini. 



H. FIRDAUS.,SH.,MH 
NIP. 196712191992031007 

Salinan sesuai dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

Diundangkan di Bangko 
Pada tanggal 21 Maret 2019 

Pj .. SEKRETARIS D.AERAH KABUPATEN MERANGIN 

ttd 

HEKDRI MAIDALEF 

LEMBARAN DAERAH KABUPATE I MERANGIN TAHUN 2019 NOMOR 3 
NO REG PERATURAN DAERAH ~UPATEN MERANGIN : 3/17/2019 

AL HARIS 

ttd 

Ditetapkan di Bangko 
Pada Tanggal 21 Maret 2019 

. BUPATI MERA.NGIN 

BABV 
KETElfNAR PERALIHAN 

P88a16 

Program Pembangunan Daerah Tahun 2019 dilaksanakan dengan berpedoman 
kepada Program Priodtas NasimJ.¥ dan Prioritas Provinsi Jambi serta rn.engakomodir 
Vmi dan Misi Kepa)a Daerah dan rakil Kepa)a Daerah terpilih. . 

BAB VI 

,. ~~ 

Peraturan Daerah ini mulai ~ ~ tanggal diundangkan. 

Ag;J.r setiap. orang mengetah~ memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penetapannya dalam Lembaga Daerah Kabupaten Merangin. 

I ~ •'• 


